BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI! SINTANG
NOMOR S8 TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR NEGERI
DI EABUPATEN SINTANG TAHUN 2015

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATL SINTANG

Menimbang @ a. bahwa guna mengembangkan  kKemampuan  dan
membentuk  watak  serta  peradaban bangsa yang
bermartabat dalam remgks nencerdaskan kehidupan
bangsa dengan (ujuan berkembangnya potensi peserta
dildik vang beriimu, beriman, cakap, kreatif dan mandici
yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran
dengan metode komprehensif vang menventuh unsur
dernokratis, berkeadilan, sistematik pembudayaan
kereladanan  dan  pemberdayasn  semus kammpomen
masyarakat sehingge tercapai  tujuan  Pendidikan
Nasional;

b. bahwa untuk melaksanakan malksud dalam hurul a
terscbul  di atas den dalam upaya permneratann
pembangunan di bidang pendidikan pada tingkal Desa
dan  Kecamatan serta peningkatsn deya tampuing bagi
Usia Sekolah dan wntuk meningkatkan  muly serty
clisiensi pendidikan Sckolah Dasar dipandang perlu
untuk mengaiur Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah
Dusar Negeri di Kabupaten Sintang;

C. buhwa sehubungan dengan maksud dalam hural b
tersebut di atss dan untuk memberikan dasar hukum
bagi operasional Sekolah Dasar Negeri, maka perio
ditctapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pendirian
Unit Sekolah Bara Sckolah Dasar Negeri di Kabupaten
sintang Tahun 2015,

Mengingat : ...
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- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 lenlang Penetapan

Undang-Undeng Darurat Nomeor 3 Tahun 1953 (entang
Pembentukan Daerah Tingkat [I Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik midonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembarasn Negara Republik [ndonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesisz Nomor 1820 ); '

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  jentang

Penvelénggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Darl Korupsi,
Kolissi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 1999 Namor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tshun 1998  wntang
Pembrrantasan Tindak Pidana Korups) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomar 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik  indonesia  Nomor 3874
scbagaimana telah dinbah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 (Lemberean Negera Republik Indonesia Trhun
2001 Neomor 134, Tambahan Lembaran Negars Republik
Indonesia Namor 415{3 ):

‘Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahua 20663
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nurnor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pepdidikan Nasienal (Lembaran Negara Republik Indopesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 43011;

Undang Undang Nomor | Tahun 2004  fentang
Perbendaharasn Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indaonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerksaan,

Pengelolaan Dan Tangeung Jawab Keuangen Negara
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 ﬂlﬂD},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keusngan Antara Pemerintah Pusal Dan Pemerinlaban Duerdh
(Lembaran Negara Repubbk idonesia Tabhun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negars Republik [ndonesia Nomor
4488 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republilk Indonesia Nomor 5234);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerimlahan

11.

12,

I3

14.
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i7.

Daerah (Lembaran Négara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republis Indonesia
Neomior 5587) sebagaimana felah diubah dengan Undang
Undang Nomor 9 Tabun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namor 5679);

Peramuran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Neguora Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496), scbagaimana telah diubah
beberapa kall teralchir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerahh  (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4578);

Poraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembingsgn Dan Pengawasan — Penyelengsaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Peomenntah Momor 28 Tshun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemenntahan Dasrah Provinsi Dan Pemerintahan Dae’mh
Kabupaten/Kota {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nemor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 )

.Peraturan Pemerintah Nomor <41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonezsie Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4364]

Peruluran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembéran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lemibaran Negara Republikindonesia Nomor
4841);

18. Peyaturan ...



18.

19,

20,

21.

Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolean Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Nezara
Nomor 5105) sebagsimana t=lah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomeor 25 Tehun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ([Lembaran Daerah
Kabupalen Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Siatang Nomor 25) schagaimana
telah diubah dengan Peratursn Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 3 Tahun 2013 ibcmbanan Daeral Kabupaten Sintang
Tabmuwr 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urisan Pémerintahen Dacrah Kabupsaten Sintang
{Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupater Sintang Nomor 1),

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahiuan 2008
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabiupaten
Sinrang (Lembaran Dasrah Kabupaten Sintang Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor &, Tambahan
Lembarun Daerah Kabupaten Sinlang Nomor 5);

- Peraturan Dacrah Kabupatcn Sintang Nomor 1| Tahun 2009

ientang Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran Dasrah
Kabupaten Sinfang Tahun 20069 Nemor 1);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENDIRIAN UNIT
SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN
SINTANG TAHUN 20615.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal [

Palam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

i. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daersh adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintzhan Daerah;

3. Pemerintah ..
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L7,

18,

20.

2.

22,

23.

24,

. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan gleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah menurut asas
Olonomi dan tugas pembaniuan dengan prinsip ctonomi scluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip. Negara Kesatuan Republik  Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

4. Kepala Daerah adalzh Bupati Sintang;

3, Dinas adalah Dinas Pendidilcan dan Rebudayaan Kabupaten Sinteng,
5. Kepala Dinas adalah Kepaila Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;

- Menteri adalah Meriteri Pendidikan Repubiik Indonesia;

Kepala Sekolah adalah Pimpinan Seknlah vang menduduki jabatan
fungsional:

- Wakil Kepala Sekolah adalah Walkil Pimpinan Sekolah yang membidang

kurikulum, kesiswaan, dan konseling;

. Kepaln Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi dalam

Jabatan Strukiural Eselon V:

- Pendidikan Dasar adalah Pendidikan Umum yang lamanya sembilan

tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sckalah Dasar dan tiga-
tahun di Sckolah Lanjutan Tinglkat Pertama atau satuan pendidikan yang
sedlerajat;

- Bekolah. Dasar adalah bentuk satuan pendidikan  dasar  yang

menyelengearakan program ena tahun;

- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah beritilk satuan pendidikan

dasar yang menyelenpgearalkan program tiga tahun;

. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan Jenjang pendidikan

dasar di jalur pendidikan sekolah:

Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau wall siswa yanyg bersangkutan:
Unit Pelalsana Tekiis Daerdk adalah umpit yang dibentulk oleh Dinas
Pendidikan sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pengelola pelaksana
jalannyz pendidilean sekolah; '

Anggeran Pendepatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya  disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapstan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sintang;

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserfa didik secara aktif
mengembangkan potensi dirnya untuk  memiliki kekuatan spiritual
Keagamaan, pengendalisan dirt, kepribadian, kecerdasan alhlak mulia scrta
kelerampilan vang diperiukan dirinva, masyarakat, bangsa dan Negars;

- Sistern  Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponer pendidikan

yang saling terkait secara terpadu untuk meéncapal tujuan Pendidikan
Nasional:

Peserta didik adalah anggots masyarakat yang berusaha mengembanglkan
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, ienjang
dan jenis pendidikan tertentu; -
Tenuga Kependidikan adalah anggora masyarakat yang mengabdikan diri
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan:

Pendidik adalah tensga kependidikan vang berkualitas sebagai puru,

dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswarg, tubor, mstruktur, fasilitator
dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan:

Kurikulum adalah seperangkat rencana pengsturan mengenal tajuan, isi,
bahan pelajaran, untult mencapai tujuan pendidikan tertentu;
Pembelajaran adalah proses interalksi peserta didik dengan pernididik dan
sumber belajar pada suaty lingkungan belajar:

o T— - GO
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25. Evaluasi pendidikan adalah kepiatan pengendslian, perjaminan dan
penctapan mulu pendidik terhadap berbagal komponen pendidikan sciap
jelar,  jenjeng dan  jenis pendidikan  sebagai  suaty  bentuk
pertanggungjawaban penyelenpgaraan pendidikan;

26. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam susata
pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetaplan;

27, Sumber dava pendidikan adalah segnla sesuatu yang dipergunakan dalam
penyelengparaan pendidikan meliputi tenaga kependidikan, masyarakat,

_ dang, $srana dan prasarana; ;

28. Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandini yang beranggotakan berbagai
umur masyarakat yang peduli pendidikan:

29. Komite sckolah adaleh Lemibaga mandiri yvang bheranggotakan orong
tua/wall peserta didik, komunitas sekolah sertd tokoh masyarakat yang
peduli pendidikan; '

30, Siswa adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan Dasar i Jalur

Pendidikan Sekolah;

BAE I
P .
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditclapkan Pendirian Unit Sekolah Baro Sekolah
Dasar Negeri di Kabupaten Sintang Tshup 2015,

BAB II1
MAKSUD DAN TUJUAN
Puasal 3

(1) Maksud didirilkannva Unit Sckolsh Bamu Sckolah Dasar Negeri adalah
guna mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban banysa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
agar menjadi manusis beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha ;
Esa, berakhlak Mulia, cakap, schat dan berilmy, kreatil, mandiri dan
menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

(2) Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri bertujuan:

3. Memberikan bekal kemampuan dasar kepada Peserta didik untuk
mengembangkan  kehidupannya  schagai  pribadi,  aneeota
masyarakal, warga Negara dan anggola umar mannsia seria
imcmpersispkan Peserta  didik  untuk  mengikuti  pendidikan
menengalh;

b. Meningkatkan daya tampuog lulusan Tamian Kanak-Kanak/analk
usia sckolah guna memenuhi pembangunan dan pengembangan
bidang pendidikan dasar di dacrah;

e Menmgkatkan pengelshuan dan kemampuian siswa sebagai angeota
masvarakal dalam rmsngadalan hubungan timbal balik dengan
lingkungen sosial budaya. scmesta serta dapat  melanjulkun
pendidiksn pada jenjang yang lebih tinggi;

13 Untiggle -



(3) Untuk mencapai tuwuan secbagaimana  dimaksud dalam ayat (1)
penyelenggarann pendidikan pada Sekelah Dasar betpedoman pada
Tujuan Pendidikan Nasional,

BAR IV
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
Pasal 4
{1} Penegerian Sckalal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagal
bagian dari Sistern Pendidikan Nasional dan menjadi tanggung juwab
Pemerimmilah [Jaerah melgiul Kepala Dinas,
{2} Pimpinan Sckolah Dasar terdiri atas scorang Kepala Sekolah,
(3) Kepala Sekolah dibantu uvleh lenags Kependidiksn lainnya dan tenapga
administrasi yang jumlabnya sesua dengan keteniuan perundang-

undangan yang berlaku.

(4] Susunan Organisasi, tugas den wewcnang Sekolah Dasar sesuai dengan
ketentuan perandang undangan yang berlaku.

(5) Struktur Organisasi dari Sekolah Dasar sébagaimana dimaksud pads
ayal (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian
yang udak terpisahkan dari Peraturan Bupatd ini.

Pasal

Umit Sekalah Bary Sekeolah Dasar Negeri dengan nama-nama dan lokasi
sebagarmana terconlum pada Lampiran 11, dan  merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dar Peralurasn Bupati ini.

Pasal &
Peserta didik berasal dar masvarakal usie Sckolah dan lamatan Taman
Kanak-Kanak [T'K]

Pasal 7
Perigadaan, pendayagunaan dan pengembangan lenaga pendidik, Kurikulum,
buku acuan, peralaten  pendidikan, tanah, dan gedung serta

pemebharsannya pada Sekolah Dasar Negeri menjadi tanggimg jswal
Pemerintah Dacrah,

Pasal 8

Kepala Sckolaln Dasar Negeri bertanggung jawab kepada Kepals Dinss
Pendidikan atas penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, adminisiras]
sckalah, pembimaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sgrana
dan prasarana.

BAE ..,




BABV

Pasal 8

(1) 1l reneana induk Pengembangan Sekolah Dasar merupakan susunan bahan
kajian dan pelajaran unbulk mencapal tujuan pendidikan Dasar dalam rangka
upaya mencapai fujuan pendidikan.

(2) Isi Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar mempu]mn susunan bahan kajian
dan pelajaran untuk mencapal tujuan pendidikan dasar dan wajb memuat
sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran;

a. Pendidikan Agama;
b, Pendidikan Kewarganegaraan;

Pendidilcan Bahasa;

Pendidikan Matematika:

e. Pendidikan Pengetahuan Alamg;

[. Pendidikan Pengetahuan Sosial;

2. Pendidikan Seni Budays;

h. Pendidikan Jasmani dan Olahrags;

i. Pepdidikan Keterampilan Kefuruan;

(3) Kurikulum yang berlaku adalab kurikulum yang berlaku secara nasional
yang ditetapkan olch Menteri.

(#) Sckolah Dasar dapet menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai
dengan keadazn lingkungan dan ciri khas Sekalah Dasar yang bersangkutan
dengan tidal mengurdng kurilkulum yang berlaku secara Nasional,

(5) Sekalah Dasar Negeri dapal menjabarkan dan menambah bahan kajian dan
mata pelsjaran sesuai dengan kebutuhan setempart (Muatan Lokal).

S

BAB V1
SISWA

Pasal 10
(1) Untulk dapat diterimia sebagai siswa sekolah Dasar seseorang harus !

a, Telahh memasulki sckolabh Taman Eanak-Kanak dan/alau  leldh
menyelesaikan selolah pada jenjang Taman Kanal-Kanak;

b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Dasar vang
bersangkutan,

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengikuti
Pzdoman yang telah ditetapkan oleh Menteri melalui Dinas Pendidikan.

Pasal 11...



Pasal 11

(1) Siswa mempunyai hak sebuaga berikut:

2. Mendapatkan hak yang sama uniulk mendspatkan pendidikan;

b. Mempervleh pendidikan Agama sesual dengan agama yeng dianutnya;

c. Mengikuti program pendidikan yang bersanglutan atas pendidikan
herkelanjutan, batk uniuk mengembangkan Kemampuan diri maupun
‘untuk  memperoleh pengakuan tingkat pendidikan terfentu  yang
dibulctikan;

d. Mendapatkan bantuan fmsilitas belajar bea siswa ataupun bantuian lainnya
sesual dengan persyaratan yang berlalay;

¢. Pindah ke sckolah dasar yang sgajar atau yang tingkatnya lebib tinggi
sesuai dengan persyaraian penerimaan siswa pada sekolah dasar yang
hendak dimasuki;

f. Memperoleh penilaian hasil belajarmya; _

g. Menvelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang
ditentuian;

. Mendapat pelayenan khusus bilamana menyandang cacat.

(2] Siswa mempunyai kewnjiben sebagai berikut:

a. [kt menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuel bilamana
siswa dibcbaskan dano kewajiban fterscbut scsuan dengan keicnfuan
peraturan Perundang-undangan yang berlakig
Mematuhi semua peraturan yang berlaku;

Mecnghormat iehaga kependidikan /pihiak terkait;

Menghormati tenaga kependidikan terpadu di sekolah itu s=ndin;

llcut memelihara sarena dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan
keamanan Sckolah Dasar yang bersangkulan;

A= 5

(3) Pelaksanaan ketenmuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
Pasal iml diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V11
PENILAIAN
Pasaj 12

Penilajian Sekolah Dasar dilaksanakan secara bertaliap, beckesinambungan dan
bersifat lerbuks untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan
belajar siswa pelaksanasn kurikulum, guaru, dan tenaga kependidikan leinnya
dan Seckolah Dasar schagai salah saru kesaman dalam rangka pembinaszn,
pengembangan dan penentuan Alreditast Sekalah Dasar.

Pasal 13

{1) Penilaian Pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian
antara kurikulum Sckolah Dasar yang bersangkutan dengan dasar, fungsi,
dan tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta
perkembangan masyarakalt.

{2) Penilaian terhadap guru dan tenaga pendidikan dilakukan untuk mengetahui
kemampuan dan kewenangan profesional,

(3) Hasil...



(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayet (2) digunakan untulk -
a. Pebinaan dari pengembangan gury dan tenaga pendidik lainnya;
b. Penyempurnasn kurikulam dan pengelolaan pendidikan gury dan tenaga
kependidikan lainnya;

{4) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2) dan
ayat (3), dilakukan oleh Dinas.

BAB VIl
PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Segala biaya penyelenggarsan, sarana dan prasarana, pembinaan, dan
pengawasan sekolah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerali Kabupaien Sintang dan sumber Dana lainnya vang sah.

(2} Pembinaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliguti :
a. Gaji guru, tenaga kependidikan lainnyva dan tenaga administrasi;
b. Biaya pongadaan dan perneliharaan sarana dan prasarana;
¢. Biaya perluasan dan pengembangan;
d. Biaya pendidikan dan pengajaran:

EAB IX
PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pemerintah daerah melalui dinas melakukan pengawasan terhadap Sekolah
Dasar dalam rangka pembingan, pengembangan, perlindungan, peninglkatan
muty dan pelayanan sekolah dassr bersangkutan.

(2) Pengawasan  dilalaikan terhadap peayelenggarasn  pendidikan  dan
administrasi selalah,

(3 Pengawasan sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh
Dinas

BAB X
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 16

(1) Segala Peraturan Perundang-undangan dan atsu ketentuan yang telab ada
sebelum Peraturan ini berlaku, SEpAnjang muatan materi yang sama darn
atau fdak bertentangan dengan Peraturan ini masih tetap berlalay.

{2) Pada saat Peraturan ini berlaku, mals segala hal yang mengatur tentang
Penegerian Sekolah Dasar mengacu kepada Peraturan Bupati ini dan
ketentian perundang-undangan yang berlaki.




BAB XI

Puasal 17

Peraturan Bupad ini berlaku sejak tanggsl diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan Pengundangan Peralurdn
Bupati inl dengan penempatannya dalam Berita Dasrah Kabupaten Sintang,

Ditetapkan di Sintang |
paila langgal 23 Juld 2015

BRATI SINTANG,

pada tanggal 27 Jul 2015
T
il T

= F—

TERITA TIATRAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR A3



" LAMPIBANT : PERATURAN BUPATI SINTANG
: NOMOR : 4% TAHUN 2015
TANGGAL : 27 Junl 2015

TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR
NEGER] DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015,

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN BII?TA_IR}
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LANPIRAN I+ PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 43 TAHUN 2015
TANGGAL : 27 JULI 2015
TENTANG : PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR

NEGER!I DI KARUPATEN BINTANG TAHUN 2015,

DAFTAR PENDIRIAN UNIT SET{{}L&HE&RU SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015

NO | NAMA SEKOLAH KECAMATAN ALAMAT | KETERANGAN
3 3 ] ' 5
| SUNGAT . P TAHUN OPERASIONAL
SD NEGER! 27 TEBELIAN DISEA MANTER 201572016

MANTER
S R DESATANAH | TAHUN OPERASIONAL
22 W SOMNRGERL 55 KAUANHULU | MerAx 301572016
| BANGAL! | .




